
 

 

                                                        

 

 

 

 

 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KENDAL 

NOMOR 70 TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 62 TAHUN 2017 

TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

 DAERAH KABUPATEN KENDAL  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KENDAL, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak pimpinan DPRD 
Kabupaten Kendal berupa tunjangan kesejahteraan sesuai 
ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b jo Pasal 15 Peraturan 

Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Kendal, maka berdasarkan Nota Dinas Sekretaris DPRD 
Kabupaten Kendal tanggal 6 Desember 2018 Perihal 

Pengajuan Perubahan Peraturan Bupati tentang Tunjangan 
Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten 

Kendal Tahun Anggaran 2019, Peraturan Bupati Kendal 
Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi bagi 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan 
kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 62 
Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Kendal; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah (Lembaran 2 Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2757);  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
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Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);  

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234);  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 

12,13,14,dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta;   

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3079);   

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);   

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif  Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057);    

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 
tentang Perubahan Atas Peraturan     Menteri Dalam Negeri 

Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan 
Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 
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tentan Perubahan Kedua atas  Peraturan     Menteri Dalam 
Negeri Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk dan Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten kendal Nomor 157);   

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kendal Nomor 170); 

17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 63); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 62 TAHUN 2017 
TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN 

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN KENDAL. 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 
62 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi bagi 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 

2017 Nomor 63) diubah sebagai berikut : 
 

1. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni 

BAB VA yang berbunyi sebagai berikut : 
 

BAB VA 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 7A 
 

(1) Dalam hal kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan 
DPRD yang disediakan oleh Pemerintah Daerah tidak 

dapat digunakan lagi oleh yang bersangkutan karena 
kecelakaan, kebakaran, rusak berat, atau karena sebab 
lainnya, maka Pemerintah Daerah menyediakan 

kendaraan dinas lainnya yang sesuai dengan 
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standarisasi bagi Pimpinan DPRD yang bersangkutan 
sebagai kendaraan dinas jabatan sementara. 

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat 

menyediakan kendaraan dinas lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), maka kepada Pimpinan DPRD 
yang bersangkutan disediakan tunjangan transportasi. 

(3) Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diberikan mulai bulan 

berikutnya terhitung sejak kendaraan dinas jabatan 
bagi pimpinan DPRD yang bersangkutan tidak dapat 

digunakan lagi karena kecelakaan, kebakaran, rusak 
berat, atau karena sebab lainnya. 

(4) Pennggunaan kendaraan dinas lainnya sebagai 
kendaraan dinas jabatan sementara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) atau pemberian tunjangan 

transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diberikan sampai dengan disediakannya kendaraan 

dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD yang bersangkutan. 

2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten kendal. 

 

  Ditetapkan di Kendal 

  Pada tanggal 19 Desember 2018 
 

BUPATI KENDAL, 

cap ttd 

MIRNA ANNISA  

 

 

Diundangkan di Kendal 

Pada tanggal 19 Desember 2018 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KENDAL, 
 
 

cap ttd 
 

MOH. TOHA 
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2018 NOMOR 70     
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LAMPIRAN  : PERATURAN BUPATI KENDAL 

  NOMOR : 70 

  TANGGAL : 19 Desember 2018 

 

 

BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI 

 
NO JABATAN BESARAN KETERANGAN 

1. Ketua DPRD -  

2. Wakil Ketua DPRD Rp. 10.000.000,00 Tunjangan transportasi, 

khusus diberikan kepada 

Wakil Ketua DPRD yang 

belum disediakan 

kendaraan dinas 

jabatan/kendaraan dinas 

jabatan sementara oleh 

Pemerintah Daerah 

3. Anggota DPRD Rp. 10.000.000,00  

 
 

 

BUPATI KENDAL, 
 

cap ttd 
 

MIRNA ANNISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


